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ABSTRAK

Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem, merupakan suatu kajian terhadap penerapan asas ne bis in idem agar tidak terjadi pengulangan perkara yang sama di tingkat pengadilan. Nebis In Idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.Kriteria perkara yang dapat dianggap Nebis In Idem adalah: apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperi menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem adalah putusan bebas ( Vrijspraak), putusan pelepasan dari segalah tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvolging) dan putusan pemidanaan (Veroordeling).

Kata Kunci : Perkara, Azas Ne Bis In Idem

A. Latar Belakang

Benar dan adilnya suatu penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan, tetapi dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara. Apakah sejak tahap awal ditangani pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai putusan dijatuhkan pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, yang berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakkan ideologi yang dicita-citakan oleh negara hukum dan masyarakat yang demokratis.

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara berkaitan dengan azas Nebis in idem.” Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat Judex Factie sampai dengan tingkat kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama mengenai
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masalah tersebut1. Agar asaz “Nebis In Idem” dapat dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan2. Dengan menghindari adanya putusan yang berbeda proses di pengadilan yang sama, maka panitera harus cermat memeriksa berkas perkara laporannya kepada Ketua Pengadilan Agama sehingga tidak terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu”.

Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut, majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu. Bahwa putusan sela ( Interim Meascure) adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata3. Eksepsi yang dibuat biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh hakim pemerikasaan pemeriksa perkara. terhadap adanya eksepsi hakim wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut. Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal adanya Eksepsi terdiri dari tiga macam yaitu : penetapan, putusansela dan putusan akhir.

Putusan atas Eksepsi dapat berbentuk Penetapan adalah dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili kemudian melimpahkannya kepada pengadilan lainnya. Sedangkan suatu putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi berlakunya asas Nebis In Idem. (Surat Edaran MARI No.3 Tahun 2002 tentang Nebis In Idem).

B.
Kedudukan Asas Nebis In Idem dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum, pada prinsipnya kemandirian penegak hukum mutlak dilakukan. Melihat kekeuasaan yang begitu besar dalam wewenangnya dalam dunia peradilan, maka sudah barang tentu seorang hakim diharapkan dapat melahirkan putusan yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan . Hakim sebagai pilar bagi tegaknya hukum dan keadilan.


	1Fauzan,  Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan   Agama
	Dan

	Mahkamah Syar’iyah ( Cet. III;Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h 129
	

	2Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5162/1/09e01993.Pdf
	(Tgl

	
	
	

	15 juli 2010)
	


3Http://Www.Unej.Ac.Id/Fakultas/Hukum1/Hukum/Kuhper/Buku%20iv%20p embuktian.Rtf. (Tgl 15 juli 2010
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Adanya kepastian hukum berarti dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya, memang dalam prinsip yang terkandung dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 lebih mengedepankan kepastian hukum, dan semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang yang terdapat dalam Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam bab II tentang asas-asas dasar, pasal 2 berbunyi:

Negara republik Indonesia mengakui dan menjungjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, dan kecerdasan dan keterampilan” 4

Juga di dalamnya mengatur hak hidup, hak berkeluarga , melanjutkan keturunan, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Dari Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di dalamnya terdapat hak memperoleh keadilan yang berkenaan dengan asas Nebis In Idem. Prinsip bahwa seseorang tidak harus dituntut lebih dari sekali untuk melakukan kejahatan yang sama, untuk melindungi individu terhadap sewenang-wenang kekuasaan Negara dan untuk mencegah Negara dari menuntut seseorang untuk pelanggaran yang sama.

Banyaknya sorotan serta kritikan yang dilontarkan berbagai, pihak memang bukan tanpa alasan. Melihat posisi hakim yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar bukan tidak mungkin diselewengkan oleh para hakim namun tidak berarti bahwa banyaknya sorotan serta kritikan terhadap peradilan terutama terhadap hakim, maka kekuasaan dan kebebasan hakim harus terbelenggu sebab seorang hakim harus dituntut untuk setiap saat menemukan hukum bagi setiap perkara yang diajukan kepadanya .

Ajaran trias politika5 mengamanatkan bahwa kekuasaan negara didistribusikan menjadi tiga : legislatif, eksekutif, dan yudikatif Indonesia didefinisikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselengaranya Negara hukum, di samping itu ada juga teori hukum. Menurut teori hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi materi hukum , aparat atau penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan hukum itu dapat di lihat dari cakupan segi materi hukum.

Teori lainnya adalah teori kesadaran hukum dengan menyatakan bahwa dalam kesadaran hukum terdapat empat indicator.Pengetahuan hukum,


4 Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5 Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiolog Hukum (Jakarta : Raja Grafindo, 2003) , h 35
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pemahaman hukum, penilaian dan sikap terhadap hukum.6 Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, akan tetapi penegakan hukum merupakan kegaiatan yang berusaha menyerasikan hubungan nilai -nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamain pergaulan hidup.

Oleh karena itu penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan peradilan sebagai media untuk menciptakan keadilan. Menurut Soejdono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan -kepentingan manusia bias senantiasa bertentangan satu dengan yang lain7. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Kepentingan manusia itu bermacam-macam seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan mendapatkan kebahagian hidup lahir dan batin dan sebagainya.

C. PERKARA YANG DAPAT DIANGGAP ASAS NE BIS IN IDEM DAN PUTUSAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN ASAS NE BIS IN IDEM
a.
Kriteria Perkara Yang Dapat Dianggap Nebis In Idem

Suatu perkara yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara nebis in idem apabila telah memenuhi syarat tertentu8 yaitu:

1. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan

2. Telah ada putusaan yang telah berkekkuatan hukum tetap dan bersifat positiif seperti menolak gugatan atau mmengabulkan

3. Objek yang sama

4. Subjek sama

5. Materi pokok yang sama

Penerapan asas Nebis In Idem
mempunyai
suatu tujuan tertentu.

Adapun yang merupakan tujuan dari asas Nebis In Idem9 adalah:


6 Harifin A. Tumpa, Majalah Huku m Varia Peradilan ( Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), h 61
7 Iwayan Partiana, Hukum Pidana Internasional ( Cet. III; Bandung: Yrama Widya,2006),h 26
8http://www.tanyahukum.com/perdata/34/pengajuan-kembali-perkara-perdata-yang-telah-berkekuatan-hukum-dengan-objek-dan-pihak-yang-sama/.

9 Yusri Probowo Rahayu, Di Balik Putusan Hakim ( Cet. II; Jakarta: Media Citra,2005),h 38
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
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Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.

Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah di putus.

Dengan demikian jelas bahwa tujuan Nebis In Idem adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda 10.

Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan asaz Nebis In Idem, selanjutnya masalah tersebut di atas merupakan suatu hal yang masih Obscur Libel (perkara yang disengketakan tidak jelas) dan membingungkan.

Nebis In Idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya11. Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk Nebis In Idem. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung Nebis In Idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Sedangkan Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk Ne Bis In Idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar Nebis In Idem, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya


10Ibid, h.9

11 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, op. cit., h.
46
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jika ditemukan Nebis In Idem. Sebuah perkara yang Nebis In Idem yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima12.

D. Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Nebis In Idem

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalah tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang -undang .putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak13.

Menurut Leden Marpaung pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-matangnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan14.Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut interlocotoir yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan sementara15. Dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan oleh hakim sebelum memutus perkara di persidangan perlu memperhatikan pendekatan psikologi.

Putusan pengguguran berdasarkan alasan formil, Mengenai pengguguran diatur dalam pasal 124 HIR yang berbunyi:

Jika penggugat datang menghadap pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia di panggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya

sekali lagi,sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi16.

Memperhatikan ketentuan di atas,ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengguguran gugatan17 yaitu:

1.
Syarat pengguguran


12 Prof. Dr. Zainuddin Ali, Sosioligi Hukum ( Jakarta Press: 2009) h 16. http// sosiologi hukum. Blogspot Html ( minggu, 12 juli 2009).( 26 februari 2010)
13 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata ( Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006), h 133
14 Ibid. h, 137
15 Ibid. h,134
16Ibid, h.76

17Ibid, h.80
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Supaya pengguguran gugatan sah menurut hukum harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. Penggugat telah dipanggil secara patut

Surat panggilan telah dilakukan secara resmi juru sita sesuai dengan ketentuan undang-undan, untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal siding yang ditentukan

b. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ( unreasonable default )

Syarat yang kedua, peggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Juga tidak menyuruh kuasa atau orang lainuntuk mewakilinya. Jika ketidak hadiran berdasarkan alasan yang sah, ketidak hadiran penggugat dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan. Pengguguran yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

2. Pengguguran dilakukan hakim

Pasal 124 HIR memberi kewenangan kepada hakim untuk menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu. Dengan demikian kewenangan itu dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Namun hal itu tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan permintaan pengguran. Malahan beralasan tergugat mengajukannya, karena tidak hadiran pengugat dianggap merupakan tindakan sewenang-wenang kepada terguga, sebab ketidak hadiran itu, berakibat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena berbenturan dengan asas pemeriksaan.

3. Rasio pengguguran gugatan

Maksud utama pelembagaan pengguguran gugatan dalam tata tertib beracaraadalah sebagai berikut.

	a.
	Sebagai hukuman kepada penggugat

	
	Pengguguran gugatan oleh hakim, merupakan hukuman

	
	kepada  penggugat  atas  kelalaian   atau  keingkarannya

	
	menghadiri  atau  menghadap  di  persidangan.  Sangat  layak

	
	menghukum penggugat dengan jalan menggugurkan gugatan,

	
	karena ketidak hadiran itu dianggap sebagai pernyataan pihak

	
	penggugat bahwa dia ttidak berkepentingan lagi dalam perkara

	
	tersebut18.

	b.
	Membebaskan tergugat dari kesewenangan

	
	Tujuan  lain  yang  terkandung  dalam  pengguguran

	
	gugatan, membebaskan tergugat dari tindakan kesewenangan

	
	penggugat. Dianggap sangat tragis membolehkan pengugat

	
	berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang

	
	

	18Ibid,h.83
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mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain dengan patuh terus-menerus menghadirinya, tetapi persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah19 . Membiarkan hal itu berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moril dan materil bagi tergugat.Menghadapi keadaan yang demikian sangat adil dan wajar membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan jalan menggugurkan dimaksud20.

4.  Pengguguran pada sidang pertama

Secara tersirat, makna kalimat jika pengugat tidak hadir mengangap persidangan yang ditentukan adalah hari siding pertama. Berdasarkan tata tertib relevansi atau yang urgensi panggilan adalah pada siding pertama karena proses siadang selanjutnya tidak memerlukan panggilan, tetapi cukup dengan melalui pengunduran sidang pengadilan.

6.  Putusan penguguran tidaknebis in idem

Perhatikan kembali ketentuan pasal 124 HIR. Di dalamnya terdapat kalimat yang berbunyi :

”….akan
tetapi penggugat berhak memasukkan gugatanya sekali

lagi,sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut.

Berdasarkan kalimat itu dapat dijelaskan hal-hal berikut.

a. Putusan pengguran berdasarkan alasan formil21
1. Sebelum diperiksa pokok perkara.

2. Oleh karena itu putusan diambil berdasarkan alasan fpormil yaitu atas alasan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.

3. Dengan demikian putusan pengguguran bukan putusan mengenai pokok perkara.

b. Putusan pengguran dijatuhkan secara sederhana22 Mengenai penjatuhan putusan pengguguran gugatan, dapat

berpedoman kepada ketentuan pasal 176 Rv:

1. Dilakukan tanpa hadirnya tergugat, dalam siding secara sederhana

2. Namun tetap dituangkan dalam bentuk putusan sebagaimana mestinya

c. Putusan pengguguran diberitahukan kepada penggugat23

19Ibid, h.78

20 Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdat ( Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2009),h 116
21 M Yahya Harahap, Pembahasan Penerapan KUHAP dan Penuntutan ( Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2003),h 450
22Ibid.h, 86
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Menurut pasal 276 Rv, untuk tegasnya kepastian hukum

1. Putusan pengguguran gugatan diberitahukan kepada penggugat

2. Pemberitahuan dilakukan oleh juru sits,sesuai dengan ketentuan pasal 390 HIR, dengan adanya pemberitahuan, menjadi dasar bagi penggugat untuk melakukan upaya hukum

d. Penggugat berhak mengajukan kembali

Dalam putusan tidak melekat unsur nebis in idem sehingga putusan

tersebut tidak termasuk putusan yang disebut pasal 1917 KUH perdata. Oleh karena itu sangat tepat ketentuan pasal 124 HIR yang memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan itu untuk di proses sebagai mana mestinya.

Permasalahan gugatan

Di dalam hukum hukum acara perdata dikenal adanya tuntutan hak (burgelijke vordering) sebagai mana disebutkan di dalam :

Pasal 142 ayat ( 1 ) R.Bg , Pasal 118 ayat ( 1 ) HIR

Yaitu suatu tuntutan yang mengandung sengketa atau lazimnya disebut dengan gugatan.24Tuntutan hak yang dimaksud menurut kenyataanya dalam praktek jika diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan harus memenuhi unsur-unsur25 dan syarat formal agar terhindar dari cacat.

Unsur-unsur tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut :

· Melampaui batas kewenangan, yakni:
· Kompetensi absolut ( kewenang mutlak)
¾ Kompetensi relatif (  kewenagan relative / nisbi)

Bentuk dan cara pengambilan putusan pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa,pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan

Adapun bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalah tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam26, yaitu sebagai berikut.

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum


23Ibid., h,89

24 Arief Musa Dkk, Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru sita Pengadilan Agama (td), h. 9
25 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata, op. cit., h. 50
26 Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana ( Cet. V;Rineka Cipta: Jakarta,2006),h
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Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan yang mengandung pembebasan yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan27.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan.Dasar hukum jenis putusan ini pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.28

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal yang menghapuskan baik yang menyangkut perbuatan itu misalnya terdapat pada :

a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya

b. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa ( over macht)

c. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri ( noodweer)
d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang

e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah Hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal tersebut, oleh

Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang.

Menurut P. A. F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segalah tuntutan hukum terdakwa maupun penuntut hukum terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding29, misalnya jika terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segalah tuntutan pada hal ia berpendapat, bahwa dirinya seharusnya terbebaskan dirinya dari pemidanaan.

Dengan demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan, pendapat Lamintang ini tampaknya berbeda


	27
	Soenarto
	Soerodibroto,
	KUHP
	dan
	KUHAP(

	
	
	
	
	
	


28 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia ( Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), h 115
29 Krisna Harahap, Hukum Acara Peradata ( Cet.VII; Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009),h 56
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
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dengan pendapat Karjadi dan Soesilo yang seolah-olah berpendapat bahwa terdakwa tidak berhak meminta banding ke pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari segalah penuntutan hukum.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Jenis putusan pengadilan adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu dasar putusan ini adalah pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakkan kepadanya, maka pengadilan menjatuhukan pidana

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasakan atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana terbukti.

Dalam perkara pidana putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat positif 30 terhadap peristiwa yang dilakukan dapat berupa :

a.
Pemidanaan ( sentencing)

Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang peristiwa yang dilakukanya, dan apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa pidana yang dilakukan.

b. Putusan pembebasan ( vrijspraak)

Dalam putusan seperti ini, perisrtiwa pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan .

Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan dapat dinyatakan nebis in idem adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi tidak semua putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang sama dan dapat disidangkan kembali sebagai perkara . Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara bukan berdasarkan putusan yang positif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat Nebis In Idem. Putusan berkekuatan hukum tetap akan diperiksa dan disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur Nebis In Ide.

E.  PENUTUP

Kriteria perkara yang dapat dianggap Nebis In Idem adalah: apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan


30 Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana ( Cet.V;Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006),h 70
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hukum tetap dan bersifat positif seperi menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama.

Putusan yang dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem adalah putusan bebas ( Vrijspraak), putusan pelepasan dari segalah tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvolging) dan putusan pemidanaan (Veroordeling).

DAFTAR PUSTAKA

Arto, Mukti H.A. Praktek Perkara Perdata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ali, Prof. Dr. Zainuddin, Sosioligi Hukum ( Jakarta Press: 2009) h 16. http// sosiologi hukum. Blogspot Html

Fauzan,
Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Http://Sungguminasa.PtaMakassarkota.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content

&Task=View&Id=17&Itemid=174

Harahap,Krisna, Hukum Acara Peradata ; Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009

Harahap ,M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Sinar Grafika, 2005

Harahap,M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama .IV ;Jakarta: Sinar Grafika,2007

Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/5162/1/09e01993.Pdf

Http://Www.Unej.Ac.Id/Fakultas/Hukum1/Hukum/Kuhper/Buku%20iv%20pe

mbuktian.Rtf

Harifin A. Tumpa, Majalah Hukum Varia Peradilan, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2009

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama : Yogyakarta, 2007

Manan, Abdul ,Penerapan Hukum Acara Perdata.III; Jakarta, Kencana: 2005

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989

Rusli, Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia ; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006

Soedjono Dirjo sisworo, Pengantar Ilmu hukum ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Soekanto,Soerjono , Pokok-pokok Sosiologo Hukum ; Jakarta : Raja Grafindo, 2003

Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdat ; Sinar Grafika: Jakarta, 2009

http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
151

